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Overview Program JKN



JKN-KIS 
(UU no 40/2004 & UU no 24/2011)

Sebelum JKN-KIS Sesudah JKN-KIS Mulai 2014 dst...

GOTONG ROYONG MENUJU SEHAT

UUD 45 - Pasal 

28Hsemua Penduduk 

IndonesiaHak

1 Orang Demam Berdarah

80 Orang Sehat Menyumbang Iuran

VMenanggungSendiriSemuaBiaya

VKepastianMendapatPengobatan

VPrinsipasuransisosialdan

prinsipekuitas
Á TidakMampu= IurandibayarPemerintah

Á Mampu= IurandibayarSendiri

VMenjaminmanfaatpemeliharaan

kesehatandanperlindungan

dalammemenuhikebutuhan

dasarkesehatan
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Peta JalanMenuju Jaminan Kesehatan Nasional 

Hingga Tahun 2019

*) Per 31Januari2018 jumlah peserta JKN : 192.029.645jiwa.

*

2014 2017 2019

189,2 Juta

79,5%

75,7%

+75 % 
penduduk

2018



KONTRIBUSI LANGSUNG KESEHATAN:
Membantu pemulihan kesehatan dan 

pencegahan kecacatan (+ upaya 
promotif dan preventif)

Total Peserta thn 
2014: 133,4 Juta

Total Peserta thn 
2015: 156,79 Juta

Total Peserta thn 
2016: 171,9 Juta

.

Jumlah Kasus Penyakit Katastropik 

yang ditanggung Program JKN-KIS 

tahun 2017* sebanyak

10.801.787 Kasus

Sumber data : LPP Jamsoskes

MencegahTerjadinya
KemiskinanBaru
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     Total Biaya

Total Biaya Pelayanan

Kesehatan Dalam 3 Tahun

Rp 166 T

Total Peserta thn 
2017: 189,2 Juta

*sdbulanSep 2017

FKTP
Rp.34 T

FKRTL
Rp.132 T

Rp 49 T dibayarkan untuk 
penyakit katastrofik

AKSES DAN BIAYA LAYANAN(Nasional)



PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP 
PELAKSANAAN PROGRAM JKN-KIS

Sumber: Survey PenilaianMasyarakatTerhadapPelaksanaanProgram JKN-KIS olehIndo Barometer 



JKN-KIS DAN DAMPAKNYA PADA 
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sumber data : Kajian Kemiskinan & Perlindungan Sosial 
LPEM FEB UI

PENERAPAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN)DAN 



Regulasi Program JKN, 
Lansekap Hubungan dg RS
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UU No.40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan

Kesehatan Nasional

UU No.24 Thn 2011 

tentang Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

Inpres No. 8 Tahun 2017

PerPres No. 12 Thn 2013

PerPres No. 111 Thn 2013

PerPres No.19 Thn 2016

PerPres No.28 Thn 2016

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 
paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajibmenjadi 

peserta 
program Jaminan Sosial

LANDASAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

01

02

03

04

05

PP No. 86 Thn 2013

PP No. 87 Tahun 2013 



TUGAS DAN FUNGSI

Lembaga

Finansial

Pelayanan Publik

UU No. 25 

Tahun 2009

Risk Pooling, Purchasing, 

Revenue Collection

10 prinsip Implementasi

Pelayanan Publik

KepmenPAN No:
63/MPAN/7/2003



PEMBAGIAN PERAN BERDASARKAN REGULASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011

PERAN PEMERINTAHBPJSK REGULASI

PenetapanTarif + PerpresJaminanKesehatan
(bersama-samadenganBPJS)

PenetapanIuran + PerpresJaminanKesehatan

StandarPelayanan + PeraturanMenteri KesehatanNomor
71 Tahun 2013

KetersediaanFaskes/ Nakes + PerpresJaminanKesehatan

PenetapanPesertaPBI + PeraturanPemerintahNomor
101/2012

PengumpulanDana + UU 24 tahun2011

Pooling Risk + + UU24 tahun2011

PembayaranFaskes + UU24 tahun2011

Mengembangkansistempelayanan
kesehatan, sistemkendalimutu pelayanan
dansistempembayaran

+ UU 40 tahun2004



PESERTA

BPJS KESEHATAN

FASILITAS 
KESEHATAN

Delivery of Service

Utilization of Service

Referral System

REGULATOR

o KEMENKES, KEMENKEU, DJSN: 
Menetapkanregulasi, melakukan
monitoring danevaluasi

o KEMENKES : Menetapkan
regulasiterkait pelayanan
kesehatan, obat, alat kesehatan
dantarif

o BPJS Kesehatan: Revenue 
Collection, Risk Pooling, 
Purchasing

PERAN STAKEHOLDER DALAM JKN


